SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 146 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 155 TAHUN 2018
TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 155
Tahun 2018 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Bantul,
perlu disempurnakan dalam rangka pemenuhan kewajiban
perpajakan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun
2018 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Bantul,;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

1950 Nomor 44);
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3814)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Menetapkan

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1956);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2018 tentang
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan
Publik Tertentu di Kabupaten Bantul (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 155 TAHUN 2018

TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM
PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN
BANTUL.

Pasal l

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2018 tentang

Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di

Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 155)

diubah sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melakukan Konfirmasi

Status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.

(2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara online melalui aplikasi sistem informasi pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang terhubung dengan aplikasi

sistem informasi yang disediakan oleh Kementrian Keuangan Republik

Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak.



(3) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara online melalui aplikasi sistem informasi pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang terhubung dengan aplikasi
sistem Informasi yang disediakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

(4) Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat
Jenderal Pajak dapat memberikan keterangan status wajib pajak.

(5) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
memuat status valid atau tidak valid.

(6) Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
keuangan dan Aset Daerah menyediakan informasi pelunasan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(7) Jika hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) tidak terdapat tunggakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu dapat memberikan layanan publik tertentu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Desember 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 15 Desember 2021 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, a.n. SEKRETARIS,DAERAH KAB. BANTUL
ttd
SUPARM N, SIP. M.Hum

HELMI JAMHARIS NIP. 19685/2081992031007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 146



